DHARMOTAMA SATYA FRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT &I '_SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 19887

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DERGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAR TUNTANG
TAHUN 1897 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007

Menimbang .

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Ul SmRG

a.

bahwa pembangunan dan perkembangan lbukota . Kecamatan

Tuntang periu ditertibkan dan diarahkan agar kemungidnan timbuinya
segala permasalahan dikemudian hari . balk mengenai pemukiman,
kesshatan, pendidikan, keamanan maupun fasiitas pelayanan umum
lainnya dapat ditanggulangi, sehingga - Kota Tuntang tetap
merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan
indah { SERAS! ) ;

bahwa untuk maksud tersebut a diatas, maka periu adanya

‘perencanaan Tata Ruang Kota fbukota Kecamatan Tuntang sebagai

pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal,

serasi, seimbang, terpadu, fertib, lestari dan berkelanjutan yang

diatur daiam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman
Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota tbukota Kecamatan
Tuntang ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebul daatas periu diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i
Semarang .

. Undang-undang Gangguan atau Hmder Grdonantne (Staat Blad

22611926)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrah-daerah Kabupaten Dalam nglmngan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra = Tingkat
i} Semarang { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17,
18.

Nomwor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 1652 ),

Undang-undang Nomor & Tahun 1560 tentang ~ Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria { Lembaran Negara Tahun 1560 Nomor
104; Tambahan Lembaran Negara Nemor 2043 ) ;
Undang-undang Nomor & Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3037 ) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahuh 1982 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115;
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3501) ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolasn Lingkungan
Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomeor

68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

3699} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat | Semarang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1876 Nomor 77, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 19882 tentang Tata
Pengaturan Air { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3228);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 38
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3326) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tfentang Jalan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 10;
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 32830 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1888 tentang Koorﬁnasi
Kegiatan instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara

-Repubilik indonesia Nomor 3373 ;

Peraturan Pemerintab Nomor 68 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat il Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat || Semarang ( Lembaran Negara
Republilc indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor §1 Tahun 1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3538) ; -

Keputusan Presiden Republik Indohesia Nonwr 87 Tahun 1889
tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional ; :
Keputusan Presiden Republik indonesla 32 Tahun 1990 fentang
Pengelolaan Kawasan lindung ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ? Tahun 1886 tentang
Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh indonesia :

Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1987 tentang Pedoman

Penyusunan rencana Kota ;
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20.

21.
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24.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang
Perencanaan Tata Ruang Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang
Petunjuk Peiaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang Nomor
10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat i Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i Semarang Tahun
1888 Nomor 17 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il Semarang Nomor
1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat !
Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat U
Semarang Tahun 1996 Nomor 11 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang Nomor
19 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Ibukota
Kecamatan Tuntang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
il Semarang Tahun 1996 Nomor 27 } ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

il Semarang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT #
SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG TAHUN 1886/1907
SANPAI DENGAN TAHUN 2006/2007 .

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I} Semarang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
il Semarang ;



. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepela Daerah tingkat H
Semarang ;

. Bappeda sadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kahupaten Daerah Tingkat || Semarang ;

‘6. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang  selanjutnya  disebut

RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor
- disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor

dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK
adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang
disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang  dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur teriait padanya vang batas dan sistemnya ditentulan
berdasarkan aspek administratip dan atau aspek fungsinal ;

. Wilayah Pembangunan adalah suatu k&satuan wilayah vyang

menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang
mencerminkan karateristik pangembangan dari Wilayah yang

bersangkutan ;

Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan
ruangnya sesuai dengan masing-rmasing jenis Rencana Kota ;

ibukota Kecamatan Tuntang adalah Kota Tuntang ;

. Kawasan adalah Wilayah dengan fun93i utama lindung atau
budidaya ;

. Blok adalah satu kesatuan wilayah dan kgn_ta yang bersangkutan
yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau
administratip dalamt rangka pencapaian dayas gQuna pelayansn
fasilifas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang ;

m. Garis Sempadan Jalan adaiah garis batas luar pengamanan jaian ;

. Garis Sempadan Sungel adalah garis batas luar pengamanan
sungat |

. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan
saluran ;

. Garis Sempadan Bangunan adalah gaﬁs yang diatasnya atau sejajar
dibelakangnya dapat didirikan bangunan .



BAB
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi ROTRK didasarkan atas Asas :

a.

Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara  t{erpadu,
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, -selaras, seimbang dan
berkelanjutan ;

. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perimdungan hukum .

Pasal 3

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai
tandasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Tingkat |, Pemeritah Daerah Tingkat 11 dan
masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana,
terarah dan berkesinambungan .

Pasal 4

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK bertujuan :

a.

Meningkatican peranan kota daiam pelayanan yang lebih iuas agar
mampu berfungsi sebagal pusat pembangunan dalam suaty sistim
pengembangan wilayah ; :

. Terselenggaranya pemanfaatan ruang beméwasan linglaingan ;

Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung
dan kawasan budidaya ;

. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :

1. Mewujudkan perlindungah fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangl dampak negatif terhadap lingkungan ;

2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahterzan dan
keamanan .

BAB W

KEDUDUKAN DAN WILAYAH
PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materl RDTRK Ibukota
Kecamatan Tuntang adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Kota



di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang dan Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lf Semarang yang

menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan
kota . _ s ®

Pasal ¢

(1)Wilayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK
bukota Kecamatan Tuntang mencakup 3 {tiga} desa, dengan fuas
390,38 Ha yaity

a. Desa Tuntang seluas 194,10 Ha ;
b. Desa Lopalt seluas 141,02 Ha ;
¢. Desa Kesongo seluas 5526 Ha .

(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaisud pada
ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Batas SebelahUtara : Sungal Tuntang, Perkebunan Tiogo
dan Jalan Kabupaten (Tuntang -
Bringin};

b. Batas Sebeiah Tinur : Perkebunan Tiogo, Jalan Dusun
Lopait, Dusun Jeblosan, Perkebunan
PT. 8r Sarwo Adhi dan Dusun
Ngroto ; _

¢. Batas Sebelah Selatan : Jalan Dusun Ngroto, Dusun Ngreco
dan Kesongo Lor ;

d. Batas Sebelah Barat : Rawapening .

BAB IV

RERCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAR
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN TUNTANG '

‘Baglan Pertama
Penetapan Peranan Dan Fungsi Kota

Pasal 7
Peranan Kota Tuntang Dalam Wi!ayah Kabufpaten Daerah Tingkat
i Semarang adalah sebagai pusat Pemerintah Kecamatan dengan
wilayah pelayanan adaiah Kecamatan Tuntang .

Pasal 8

Fungsi Kota Tuntang dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I
Semarang adaiah :

a. Pusat pelayanan Pemerintahan Kecamatan ;
b. Pusat pelayanan perdagangan ; |



c.
d.
8.

Pusat pelayanan pendidikan ;

Pusat pelayanan pariwisata ;

Pusat pelayanan fasilitas sosial .
Bagian Kedua

Kebiljakeanaan Dasar Perencanaan

Pasal 9

Kebijaksanaan Pengembangan Kota Tuntang meliputi :

a.

Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota,
vakni usaha untuk mengisi dan menc!ptakan struktur dan bentuk
yang kampak dan meraia ;

Pewebaran Fasilitas pelayanan sebagali uséha unfuk memeratakan
pelayanan bagi penduduk kota diseluruh wilayah bagian kota, bukan
terkonsentrasi pada suatu tempat saja;

Fasiftas pelayanan tersebut berupa fasiitas-fasiitas umum dan
fasliiitas sosial, fasiiitas perdagangan dan laih sebagainya ;

Penyebaran fasiitas-fasiitas, jenis dan skaa péhyanannya, masing-
masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan,
perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya
{regional, kota, blo] ;

Peningkatan aktivitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan
pinggiran Kota Tuntang, terutama kegiatan yang bersifat non
pertanian atau kegiatan sekunder dan primer ;

Memeratakan arah perkembangan fisk koia kesegala arah, yang
pada saat ini masih cenderung heﬁcenﬁang disekitar jalan utama
kota

Menciptakan suatu akiivitas yang dapat mendnrong perikembangan
daerah-daerah tersebut antara lain berupa aldivitas perdagangan,
perumahan dan industri pengolahan hasil pertanian ;

Penempatan fasilitas pelayanan yang merata diseluruh bagian
wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuaty
tempat tertentu saja, melainkan menyebar kesemua baglan wilayah
kota. Selain #u dengan menggalaidan program  keluarga
berencana kepada seluruh masyarakat, sehima mengurangl angka

kelahiran;

Meningkatian kualitas hidup kekotaan di Kota Tuntang, misalnya

dengan meningkatkan sistim pembuangan sampah, sistim jaringan
air bersih, sistim jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya ;



j. Mencegah polusi kota dan linglamgan yang sehat melaiui jalur sabuk
hijau disekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah
konservasi kota ;

k. Membuka daerah-daerah terisolir yang ada dibagian wilayah kota

dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan-jalan
penghubung, baik antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota ;

. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Tmnang sebagai pusat
pelayanan Pemerintahan dengan mengelompokkan fasiiitas
Pemerintahan pada suatu tenipat agar mudah dalam hubungan dan
koordinasinya ;

m. Meningkatkan kelancaran arus lalu fintas didalam dan luar Kota
Tuntang dengan merencanakan jaringan. Jjalan dan fasilitasnya
dengan kondisl yang ada ;

n. Meningkatkan daya tarik Kota Tuntang terhadap investor dari luar
wilayah untuk menanamkan modainya, dengan jalan menyediakan

prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon,
jaringan alr bersih, bank, lokasi usaha da{n kemudahan birokrasi

perifinan .
Baglan Ketiga
Perwilayahan Kota
Pasal 10
Wilayah Perencanaan Kota Tuntang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota yaitu
‘menjadi 1 BWK dan 3 Biok sebagai berilut :

a. Blok i seluas 194,10 Ha :

b. Bloi il seluas 141,03 Ha ;

¢. Biok iii seciuas 55,25 Ha .
Pasai 11

Peta pembagian wilayah dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah
ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | , merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .



Baglan Keempat
Penetapan Jumiah Dan Persebaran Penduduk
Pasal 12

Jumiah Penduduk Kota Tumtang pada akhir Tahun 2007 diperkirakan
sebesar 10.447 jiwa . '

Pasal 13
Penyebaran jumiah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Peraturan Daerah ini, di masing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut
a. Blok | sebesar 6.280 jiwa dengan kepadatan 44,17 jiwa/Ha ;
b. Bilok i sebesar 2.923 jiwa dengan kepadata_p 38,30 jiwa/Ha ;
¢. Blok i sebesar 1.244 jiwa dengan kepadatan 33,45 jiwa/Ha ;

Pasal 14 |
Peta penyebaran penduduk dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
Peraturan Daerah inl adalah sebagaimasna tersebut dalam Lampiran H,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darni F_‘_eraturan Daerah ini .

Baglan Kelima
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 18 |

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Dasrah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai beriiaut :

a. Fasilitas perumahan . 154.48Ha:
b. Fasilitas pendidikan o 5,76 Ha ;
¢. Fasilitas kesehatan : 0,31 Ha ;
d. Fasiitas perkantoran . . 1,31Ha;
e. Fasilitas perdagangan - - 2,45 Ha ;
f. Fasilitas keamanan ~ 0,07Ha;
¢. Fasilitas komunikast . | jﬁ 0,03 Ha :

h. Fasilitas pemadam kebakaran 0,02 Ha ;



i. Fasiiitas hiburan, rekreas! dan budaya

Fasiitas parikir umum

k. Fasiltas peribadatan

. Fasilitas o.r, openspace dan pemakaman

m. Jaringan jalan dan jalur hijau

n. Cadangan permukiman / pertanian, tegalan /
kebun dan kawasan pariwisata

Pasal 18

042 Ha ;
817 Ha ;
0,47 Ha ;
8,00 Ha ;

78,07 Ha ;

138,74 Ha .

Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Peraturan Daerai ini, dalam Blok seliap Blolowa ditetapkan sebagai
perikut

a. Bloki:

1.

e

E R

g,
10.
11,

12.

Fasilitas perumahan

Fasilitas pendidikan

Fasilitas keseﬁatan

Fasliitas peﬁcanioran

Fasilitas perdagangan

Fasilitas keamanan

Fasilitas komunikasi

Fasilitas pemadam kebakaran |
Fasilitas hiburan, reicreasi dan budaya
Fasiiitas parkir umum

Fasilitas peribadatan

Fasilitas o.r, openspace dan pemakamat?_ '-

13. Jaringan jalan dan jalur hilau

14.Cadangan permukiman / pertanian, tegalan /

kebun dan kawasan pariwisata

80,27 Ha ;

276Ha ;

1,19 Ha ;
1,18 Ha ;
1,90 Ha ;
0,04 Ha ;
0,03 Ha ;
0,02 Ha ;
0,16 Ha ;
0,05 Ha ;
041 Ha;
4,03 Ha ;

38,81 Ha ;

84,25 Ha .

10



b Bloklii:

ki

g

. Fasifitas perumahan

. Fasiﬁtas pendidilcan

Fasilitas kesehatan

Fasilitas periantoran

Fasiitas perdagangan

Fasilitas keamanan

Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya
Fasilitas parkir umum

. Fasiifas peribadatan

10. Fasilitas o.r, upenspace dan pemakaman

1

1. Jaringan jalan dan jalur hijau

12. Cadangan permukiman ¢ pertanian, tegalan /

kebun dan kawasan pariwisata -

¢ Bloic i :

-

oW

8

. Fasilitas perumahan

Fasiltas pendidikan

Fasilitas kesehatan

Fasilitas perdagangan

Fasiltas keamanan

Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya
Fasilitas parkir umum

Fasilitas peribadatan

Fasilitas o.r, openspace dan penmkaman

10. Jaringan jalan dan jalur hijau

11.Cadangan permuldman / pertanian, dan

tegatan

50,08 Ha ;
8,12 Ha ;
0,18Ha ;
0,12Ha;
0,36 Ha
0,02 Ha ;
0,23 Ha;
8,10 Ha ;
0,03 Ha ;

242 Ha ;

28,20 Ha ;

59,15 Ha .

21.82Hs ;
0,80 Ha ;
0,08 Ha ;
036 Ha ;
0,01 Ha ;
0,03 Ha ;
0,02 Ha ;
0,03 Ha ;
128 Ha ;
10,44 Ha ;

20,51 Ha .

11



Baglan Keenam
Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hljau
Pasal 17

Penggunaan lahan selain tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini,
- ditetapkan sebagai fahan cadangan dan ruang terbuka hijau .

Pasal 18
Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bloknya sebagal
berikut
a. Blokl:
1. Ruang hijau / taman : 4,03 Ha ;

2. Ruang hujau pertanian/cadangan permukiman 54,25 Ha ;

3. Jalur hifau : 38,81 Ha .
b Blokll: .

1. Ruang hijau / taman : 2,42 Ha ;

2. Ruang hujau pertanian/cadangan permukdman 77,96 Ha ;

3. Jalur hijau s 28,20 Ha .
c. Bluk Hi:

1. Ruang hijau / taman o 1,25 Ha ;

2. Ruang hujau pertanian/cadangan pemnﬂdman 20,51 Ha ;
3. Jaiur hijau . 1051Ha.

Pasal 18

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud daiam Pasal 15,16,17 dan
Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran {li, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daeral il .

12



Bagian Ketujuh
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota
Pasal 20
Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimena

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan
sebagal berikut :

a. Perkantoran berada di Blok | ;
b. Perdagangan berada di Blok I dan i ;
M Pendidikan berada di Blok | dan |i ;
d. Kesehatan herada di Blok | ,
e. Olah Raga berada di Blok | dan il ;
£ Ruang Terbulka berada di Bioi | dan il ;
q. Pariwisaia berada di Blok il .
Pasal 21

Fasiltas lenjang kedua kota sesual dengan fungsi dan perannya
ditetapkan sebagal berilat :

‘& Perkantoran berada di Blok | dan i ;
b. Perdagangan berada di Blok 1, it dan {il ;
¢. Pendidikan berada di Blok | fian H;
d. Olah Raga berada di Biok |, il dan Il ;
2. Ruang Terbuka berada di Biok !, it dan HI .
Pasal 22

Peta penyebaran iokasl fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebageimana
tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahlan
- dart Peraturan Daerah ini .

13



Baglan Kedelapan

Sistim Utama Transportas!
Pasal 23
Jaringan transportasi jalan raya dikota terdiri dari :
a. Jalan arteri primer :

- Menspakan jalan yang menghubungican Keta Surakarta dan Kota
Semarang yang melintasi Kota Tuntang, dengan lebar Daerah
manfaat jalan { Damaja } 23 M dan Daerah milik jalan  { Damija
28 M

b. Jalan lokal primer :

- Merupakan jalan yang menghubungkan Kota Tuntang dengan
Kota Bringin, baik yang melalui jalan setelah Jembatan Tuntang
dan jalan baru di depan Rawapermal dengan iebar Daerah
manfaat jalan ( Damaja )} 14 M dan Daerah milik jalan { Damija )
16 M ;

c. Jalan iokal sekunder :

- Merupakan jalan yang menghubungkan jalan lingkungan dengan
jalan arteri primer dan lokal primer yang terdapat di dalam Kota
Turtang di depan Rawapermai dengan lebar Daerah manfast
jalan { Damaja } 12 M dan Daerab milik jalan  { Damija ) 14 M ;

d. Jalan artar lingkungan ;
- = Dengan Daerah manfaat jalan ( Damaja } 7 M dan Daerah milik
jalan { Damija ) 8 M .

Pasal 24
Untuk sarana angkutan jalan raya ditetapkan :
a. Halte ditetapkan di Blok i dan i ;

b. Terminai type C ditetapkan di Biok If .

Pasal 25

Peta rencana sistim utama transportasi dimaksud dalam Pasal 23 dan
Pasal 24 Peraturan Daerah inl sebagaimana fersebut dalam Lampiran
V, Vi dan VI, merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan
Daerah ini .
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Baglan Kesembilan
Sistim Utama Jaringan Utllitas

Pasal 26
Jaringan utiitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
mediputi @ Jaringan air bersih, Jaringan telepon, Jaringan fistrik, Jaringan
draihase dan Jaringan persampahan |

Pasal 27
Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut |
a. Jaringan primer meliputi sepanjang ruas jalan Arteri Primier ;

b, Jaringan sekunder meliputl sepanjang ruas ialan Lokal Primer, Lokal
Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan |

Pasal 28
- Sistim jaringan felepon ditetapkan sebagal berliaf -
a. Jaringan primer melalul ruas jatan Arteri Primer ;
b. Wartel berada di Blok It dan Kios Telepon bgrada di Blok | .
Pasal 29
Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah
melaiul ruas jaian sepanjang jelan Arteri Primer, Lokal Primer, Lokal
Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan .
Pasal 30
Sistim pembuangan air hujan ditetapkan s&baga:i beriiat :

a. Saluran primer melaiui Sungai Tuntang, Sungai/Saluran yang ada di
dalam Kota Turtang ; '

b. Saluran sekunder meialul jatan Arteri Primer , Lokal Primer | Lokal
- Sekunder dan Antar Lingkungan ;

¢. Saluran tersier melalui ruas jalan Antar Linglkungan dan Lingkungan. |
Pasal 31

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan berada d Blok | dan il .
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Pasal 32
Peta sistim jaringan utiitas sebagaimana dimkasud dalam Pasal 26
sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah inl sebagaimana

dimaksud datam Lampiran Vill, IX, X, Xi dan Xii , merupakan bagian
yang tidak terpisahican dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesepuiuh
Pengembangan Pemanfaatan Alr Baku
Pasal 33

Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi
Air Pemukaan, Air Tanah Danglal dan Air Tanah Dalam .

Pasal 34 |
- Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 Peraturan Daerah il harus mempertimbangkan kelastarian
lingikungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Baglan Kesebelas
Kepadatan Bangunan
Pasal 35

{1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien
Dasar Banhgunan { KDB ) pada Blok peruntukan ;

(2) Koefisien Dasar Bangunan { KDB ) dapat ditetapkan iebih dari satu
peruntukan .

Pasal 36
(1) Blok | dengan peruntukan :
a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % .
b. Perdagangan dan jasa KDB difetapkan 80 % :
¢c. Campuran KDB ditetapian 80 % ; |
d. Pendidikan KDB ditetapkan 80 % ;
¢. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;

" f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % ;
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g. Kesehatan KDB ditetapkan 50 % .

{2) Blok 1l dengan peruntukan :
"a. Perumahan KDB ditetapkan 80 % ;

b. Perdagangan KDB ditetapkan 80 % ;

¢. Pendidikan KDB ditetapkan 60 % ;

d. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;

. Peribadatan KDB ditetapkan 60 % ;

f. Kawasan Pariwisata KDB ditetapkan 30 % ;

g. Perdagangan dan Jasa Pariwisata KDB é’ii_tetapkan 50 % .
(3) Biok {1t dengan peruntuian |

a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;

b. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 80 % |

¢. Pendidikan KDB ditetapkan €0 % . |

d. Peribadatan KDB ditetapkan 60 % .
Pasal 37
Peta kepadatan bangunen dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36
Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dasi Peraturan Daerah
ini . '
Bagian Keduabelas - "
Ketingglan Bangunan
Pasal 38

~{1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumiah lias lantai bangunan
dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan .

(2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi
rencana jaringan jalan .

Pasal 39

Ketinggian bangunan untuk fungsi :
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. Perkantoran

. Kesehatan

. Pendidikan

. Peribadatan

. Perdagangan dan Jasa

Perumahan

. Campuran

. Kawasan Pariwisala

Perdagangan dan Jasa

ditept jalan Arteri Primer ditetapkan
dengan Koefisien lLuas Bangunan
sebesar 2.4 dengan

ketinggian maksimum 4 lantal dan
jalan Lokal Primer ditetapkan dengan
Koefisien Luas Bangunan sebeser
1,2 dengan ketinggian maksimum 2
lantai ; o

ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan
dengan Koefisien Luas Bangunan
sebesar 1 dengan  ketinggian
maikesimum 2 lantai ;

ditepi jaian Arteri Primer , Lokal
Primer , Lokal Sekunder dan Antar

Lingkungan = ditetapkan dengan

Koefisien Luas Bangunan sebesar
1,2 dengan ketingglan meksimum 2
fantai ; 5

ditepi jalan  Arterl Primer, Lokal
Selunder dan  Antar - Lingkungan
ditetapkan dengan Koefislen lLuas
Bangunan  sebesar 1 dengan
ketinggian maksimum 2 lantal ;

ditepi jalan Artert Primer difetapkan
dengan Koefisien Luas Bangunan
sebesar 3,2 dengan ketingglan
maksimum 4 lantai ;

ditepi jalan @ Arteri Primer, Lokal
Primer, Lokal Sekunder, Antar
Lingkungan  dan Lingkungan
ditetapkan dengan Koefisien Luas
Bangunan sebesar 1,2 dengan
ketinggian maicsimum 2 lantai ;

ditepl jalan Arteri Primer, Lokal
Primer, Lokal Sekunder dan Antar
Lingkungan  ditetapkan  dengan
Koefisien Luas Banguhan sebesar
1,8 dengan ketinggian maksimum 2
lantat ; . _

ditepi jaian Arteri Primer ditetapkan
dengan Koefisien Luas Bangunan
sehesar 0,1 dengan ketinggian
maksimum 1 lantal ;

ditepi jalan Aderi Primer difetapkan
dengan Koefisien Luas Bangunan
sehesar 1 dengan ketinggian
maksimum 2 jantal .
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Pasal 49
Peta Kketinggian banguhan dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40
Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini . :

Baglan Ketigabelas
Garis Sempadan

Pasal 41
| Penetapan Garls Sempadan terdi dari
A sempaﬁgr; Bangunarn ;
b Sempaﬁaé Sungal |

¢. Sempadan Rawa .
Pasal 42

{1) Garls sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jatan)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada faian Arteri Primer adaiah 20 M ;

b. Pada jalan Lokal Primer adalah 12 M ;

¢. Pada jalan Lokal Sekunder adalah 11 M
d. Pada jaian Antar Lingkungan adalah 8 M ;
e. Pada jalan Lingkungan adalah 6 M |

{ masing-masing dihitung dari as jalan ) .

{2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan
dengan persil tetangga ditetapkan sebagal berikut :

a. Untule bangunan tunggal tidak bertingkat berjarak minimal 1,5
M ; 5

b. Untuk bangunan deret peruntulannya untuk rumah toko dan
boleh berimpit sampal dengan ketinggian 3 lantai, untuk
ketinggien 4 {antai berjarak minimal 3 M dari batas samping
persi ; .

¢. Untuk garis sempadan belakang bangunan berjarak minimal 2 M
dari dinding bangunar: .

19



Pasal 43

Garle sempadan sungal pada sungai yang menipunyai kedaiaman tidai
iebih 3 M, ditetapkan seiwrang-kurangnya 10 M diukur dari batas fitik

tertinggi batas permulaan air sungai / tepi sungai dan sungal yang
mempunyai kedalaman lebih dari 3 M sampai dengan 20 M ditetapkan

selurang-kurangnya 15 M divlkur dari batas titik tertinggl batas
penmukaan air sungead / tepi sungai .
Pasal 44

(1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa
ditetapkan lebih kecll dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal
43 Peraturan Daerah ini , sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV
- dan merupakan bagian yang tidak ferpisahkan dari Peraturan
Daerah ini . |
{2) Pada kawasan berkepadafan tinggi, garis sempadan bangunan
perdagengan dan jesa ditetapkan dapat berimpit dengan garis
sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir
- kengdaraan . ; .

BAB V
JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN P;E;_RENICAHMH
Baglan Pertama
Jangka Waktu Permcméén
Pasal 45 |

{1} Jangiks waktu RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK lbukota
Kecamatan Tuntang adalah 10 (sepuiuh) tabun .

{2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal i
ditetapian dengan Peraturan Daerah . :

{3) Buku rencana dan album peta merupakan péhjeiasan yang lebih rinci
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 46
RUTRK dan RDTRK lbukota Kecamatan Tuntang bersifat ferbuka

untulk  wviim den ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan
tempat-fempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .
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Pasal 47

Masyarakat berhak untuk mendapatien informasi mengenal RUTRK
Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang secara
tepat dan mudah. '

Baglan Kedua
Tahapan Pelaksanaan.
Pasal 48

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Tutang adalah sebagai
berilast :

a. Tahap | dari Tahun 1997/1998 sampal dengan Tahun 2001/2002 ;
b. Tahap Il dari Tahun 2002 /2003 sampai dengan Tahun 2006 /2007.

Pasal 49

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
luas harus berdasarkan pada pokol-pokok kebijaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerahini .

Pasal 50

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud dalam Pasal 47 dan
Pasal 48 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XV, XVH, XVIll dan XIX dan merupakan bagian yang tidak
terpisafdaan dari Peraturan Daerab ini . '

BAB Wi

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATER!
RENCANA DETAIL TATA RUARG KOTA IBUKOTA KECAMATAN

TUNTANG :

Pasal 51

{1} Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untukk mengambil
langkah - langkah kebijaksanaan dalam  melaksanakan RUTRK
Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang
secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku .

{2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan peﬁgawasan rencana kota,
Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan
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pengawas pembangunan sesual dengan RUTRK Dengan Kedalaman
Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang .

Pasal 52

Pengawasan dan pengendalian RUTRK Dengan Kedalaman Mater
ROTRK Ibukota Kecamatan Tuntang guna menjamin tercapainya
malsud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan Dasrah ini, dilakukan oleh Bupatt Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlalu .

Pasal 53
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakulan dalam bentuk
pemaintauan, pelaporan dan evaluasi . ' _

{2) Pengendaiian pemanfaatan ruang dilakukan datam bentuk petijinan
sesual dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah .

(3) Pengawasan dan pencegahan segaia kegiata-n pembangunan /
permanfaatan yang tidak sesual dengan Peraturan Daerah ini |
Menjadi wewenang Camat seternpat atau Instansi vang berwenang
dan dalam waktu selambat-lambatiiya 3 X 24 Jam wajib melapor
kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas teknik yang ditunjuk .

BAR Vil
KETENTUAN PIDANA DAN PERYIDIKAN
Pasal 84

(1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalalannya
melanggar ketentuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK
ibukota Kecamatan Tuntang, diancam pidana kurungan selama-
lamanya 6 ( anam ) bulan atau denda sebanyalc-banyaiaya Rp.
50.000,00 (lima puiuh ribu rupiah);

{2) Tindak pidana sebhagaimana dimaksud dalam ayat {1} Pasal ini
adalab pelanggaran .

Pasal 55

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimans dimaksud Pasal 54
Peraturan Daerah inl, selain difakulaan oleh Pejabat Penyidilc Kepolisian
Negara Republik Indonesia, juga dapat dilalukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawal Negeri Siplt di fingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam
menjalankan tugasiyye berdasarkan Peraturzn Perundang-undangan
yang beriaiu .
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BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56
Peraturan Daerah inl dirinci Jebih lanjut berupa uraian dalam bentuk
Buku Kompilasi Data, Analisis dan RUTRK Dengan Kedalaman Materi
RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang serta Album Peta sebagai
Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 57
Peraturan Daerah ini dilampiti Peta
1. Rencana Pembagian Blok Lingkungat ;
2. Rencana Kepadatan Fenduduk ;
3. Rencana Tata Guna Tanah |
Rencana Strutur Tingkat Pelayanan ;
Notasi Ruang Jalan ;

Rencana Jaringan Jalan ;

~ & o

Rencana Jaringan Transportasi ;

o

Rencana Jaringan Air Bersih ;

8. Rencana Jaringan Telekomunikasi |

~10. Rencana Jaringan Listrik ;

11. Rencana Draihase ;

12.Rencana Jaringan Sampabh ;

| 13. Rencana Kepadatan Penduduk ;

14. Rencana Ketinggian Bangunan ;

15. Rencana Garis Sempadan Bangunan , _
16.Rencana Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Tahap L
17.Rencana Fasilitas Peiayan#n Tahap i ;

18.Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahép |



19.Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap ! .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka segala ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dlcabut
dan tidak berlaku lagi .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59 -

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturah Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15-11-1997.

WAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT fl
3UPATEN DAERAH
l SEMARANG
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH '{mGKA? I} SEMARANG

ROMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KED&LMN MATERI RENCANA

DETAIL TATA :
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG
TAHUN 1987 / 1898 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007

PENJELASAR UMUM .

1.1 Pengertian Rencarma Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Mater

Rencana Datall Tata Ruang Kota

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan
RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-
program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut
merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana
pemanfaatan ruang kota, rencana sistim jaringan utilitas, rencana kepadatan
bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan
kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unt pelayanan Kota .

Bila Rencana Umum Taia Ruang Kota lebih bersifat struktur dan
konseptual, Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan
pengaraban perkembangan dan perfumbuhan kofa .

Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman BMateri
Rencana Detall Tata Ruang Kota adalah merupakan wadah yang
mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, olel sebab ity bilamana telah
ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oieh semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat . .

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut
harus sudah disetujui melald konsesus umum antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Tingkat |, Pemerintah Daerah Tingkat 1l dan masyarakat
kota yang bersanglkutan tentang bentuk, arshan, strategi dan prioritas
pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana
tersebut adatah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tertang
Pedoman Pemyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunnya diatur
dengan Keputusan Menrderi Dalam Negeri Nomor £2 Tahun 1988 tentang
Petunjuk  Pelaksenaan Padoman Penwusunan rencana Kols, serta Surat
Menteri Dalam Neger! Nomor 650/1165/BANGDA tentang Petunjuk Teknis
Penvusunan Rencana Kota ibukota Kecamatan
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1.2 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang fbukota Kecamatan .

Rencana Umum Tata Ruang lbukota Kecamatan merupakan usaha
mewtijudikan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan
didalamnya yang memiiiki perilali berbeda sesual dengan karaktemya |,
sehingga kegiatan - kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi
dan seimbang, menuju suasana yang bersih, sehat, tndah nyaman, aman, rapi,
lancar dan tertib .

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana
pengembangan koia yang disiapkan secara telmis dan non teknis, baik yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang
merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjad pedoman
pengarahan dan pengendalian pelaisanaan pembangunan .

ibukota Kecamatan adalah ibukota kacamatan sebagaimana
dimaksud daiam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1574 tentang Pokol¢-pokok
Pemerintahan di Daerah, yaitu Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang
bersangikutan. Rencana Tata Ruang lbukota Kota Kecamatan merupakan
penjabaran iebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya
dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang lbukota Kecamatan ini
merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan
fislk kota sesual jenis rencana kota yang disebut dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 .

- Rencana Tata Ruang lbukota Kecamtan_ ini diharapkan bersifat
partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran investor dan
masyarakat, secara dinamis dan fleksibef serta antisipatif terhadap kemajuan-

kemajuan tekonologi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 . Cukup jelas .
Pasal 6 ayat (1) huruf a . Wilayah perencanaan RUTRK Dengan
: Kedalaman Materi RDTRK ibukota
Kecamatan Tuntang seluas 194,10 Ha
adalah sebagai wilayah dari Desa

Tuntang yang lias wilayahhwa 272,38
Ha.

Pasal 6 ayat (1) huruf b :  Wilayah perencanaan RUTRK Dengan
Kedalaman Materi RDTRK ibukota
Kecamatan Tuntang seluas 141,02 Ha
adalah sebagai wilayah dari Desa
:I‘mtang yang iuas wilayahnya 373,91
a,

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ . Wilayah perencanaan RUTRK Dengan
Kedalaman Materi ROTRK Ibukota
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Pasal 6 ayst (2)
Pasal 7 sampai dengan Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19
Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22 sémpai dengan Pasal 24
Pasal 35 ayat (1)

Pasal 35 avat (2)
Pasal 38 s;aﬁ“spai dengan Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42 sampal dengan Pasal €0

U e . T, O O M 1T S i e i e

Kecamatan Tuntang seluas 56,26 Ha
adalah sebagal wilayah dari Desa
Tuntang vang luas wilayahnya 42844

Culan Jelas.
Culap Jelas.

Kepadatan vang dimaksud adalah
kepadatan bersth, yaitu jumiah pendudtik
dibagi dengan Juas wilayah vyang
digunakan  uniuk  pekarangan  /
perumahan . :

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang
pertama adaiah fungsi primer yang
berskaia regional dari fasilitas pelayanan
terhadap wilayah vang diayani .

Yang dimaksud dengan fasifitas ienjang
kedua adalah fungsi sekunder yang
berskala lokal dari fasilites pelayanan
terhadap wilayah yang diiayani .

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar
Bangunan (XKDB) vaitu Perbandingan
antara luas lahan yang tertutup bangunan
(luas dasar bangunan} pada kawasan
tertenty dengan luas persii pada
kawasan bersangkutan vang dinyatakan
dengan angka prosentass .

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Garis sempadan bangunan diukur dari as
Jalan sampai dinding terluar bangunan.

Cukup Jelas.



